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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketentuan mengenai macam dan harga mata uang dirumuskan dalam 

satu ayat, yaitu Pasal 23 ayat (3), setelah perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai macam harga 

mata uang dirumuskan menjadi satu Pasal, yaitu Pasal 23B. Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah pelaksanaan amanat 

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dalam Pasal 23B 

mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan 

undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk 

memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata 

Uang. Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka 

dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan 

dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol 

kedaulatan negara tersebut adalah mata uang. Mata uang yang dikeluarkan 

oleh negara kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. Rupiah dipergunakan 

sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional 

guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 

didasari oleh pertimbangan bahwa rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan  
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negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara 

Indonesia. Penggunaan dan peranan uang yang terus berkembang, merupakan 

salah satu alasan mengapa pentingnya aturan mengenai mata uang ini. 

Pengelolaan perekonomian tak akan lepas dari peranan uang, untuk itulah 

pengelolaan uang juga harus terus diperbaiki, salah satu caranya adalah 

dengan pembentukan hukum. Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Mata Uang adalah salah satu cara untuk menciptakan peraturan 

hukum yang lebih baik tentang pengelolaan rupiah. 

Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 

isu mengenai kejahatan terhadap mata uang, terutama pengerusakan uang 

kertas rupiah, dianggap sebagai salah satu keadaan yang merisaukan karena 

dampaknya dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. 

Dalam sejarah pengaturan macam dan harga Mata Uang di Indonesia 

setelah masa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang 

mengatur Mata Uang. Penerbitan keempat undang-undang tersebut bukan 

sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945, melainkan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 109 ayat (4) 

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. 

Uang merupakan alat tukar yang bersifat fleksibel karena dapat 

ditukarkan sebagai macam kebutuhan hidup berupa apa saja dan di mana saja. 

Dengan uang dapat digunakan untuk membeli bermacam barang baik berupa 

barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Selain itu uang juga dapat 
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digunakan untuk membayar imbalan jasa seperti biaya jasa pengangkutan, 

jasa perbankan, jasa pemborongan gedung, jasa telepon, dan jasajasa lainnya.1 

Peranan uang sangatlah penting dalam perekonomian negara karena 

uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat 

pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang 

merupakan salah satu alat utama perekonomian. Mata uang memndukung 

perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung 

tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. 

Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang 

beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan 

kebutuhan perekonomian. 

Penegakan hukum terkait kejahatan Mata Uang, terutama pemalsuan 

Rupiah, memerlukan pengaturan yang memberikan efek jera bagi pelaku 

karena efek kejahatan tersebut berdampak luar biasa terhadap perekonomian 

dan martabat bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap orang yang 

melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Mata Uang dikenai sanksi pidana yang sangat berat. 2 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang memuat 

regulasi tentang: 

a. pengaturan mengenai Rupiah secara fisik, yakni mengenai macam dan 

harga, ciri, desain, serta bahan baku Rupiah; 

                                                             
1 Gatot Supramono, 2014, Hukum Uang Di Indonesia, Gramata Publising, Bekasi, hlm. 9. 
2 https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-2011-mata-uang, diakses pada tanggal 1 

Oktober 2020, jam 14.08 WIB 

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-2011-mata-uang
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b. pengaturan mengenai Pengelolaan Rupiah sejak Perencanaan, Pencetakan, 

Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan 

Rupiah; 

c. pengaturan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah, penukaran Rupiah, 

larangan, dan pemberantasan Rupiah Palsu; dan 

d. pengaturan mengenai ketentuan pidana terkait masalah penggunaan, 

peniruan, perusakan, dan pemalsuan Rupiah. 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Presiden 

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2011. 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang diundangkan oleh 

Menkumham Patrialis Akbar dan mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2011. 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang ditempatkan dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64. Penjelasan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang ditempatkan 

dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223. 

Pertimbagnan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata 

Uang adalah: 

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang 

merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol 

kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh 

warga Negara Indonesia; 
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b. bahwa Mata Uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam 

kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan 

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; 

c. bahwa selama ini pengaturan tentang macam dan harga Mata Uang 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23B Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum diatur dengan undang-

undang tersendiri; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mata 

Uang; 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam 

Pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan 

dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk 

memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata 

Uang. Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. Dalam 

sejarah pengaturan macam dan harga Mata Uang di Indonesia setelah masa 

kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang mengatur 

Mata Uang. Penerbitan keempat undang-undang tersebut bukan sebagai 

pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 

melainkan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang 

Dasar Sementara Tahun 1950. 
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Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peranan uang sangatlah 

penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat 

penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan 

bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dengan uang 

perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung 

tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. 

Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang 

beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan 

kebutuhan perekonomian. 

Karena melihat perannya yang sangat penting, uang harus dibuat 

sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab. Di sinilah peran otoritas yang profesional sangat 

diperlukan untuk menentukan ciri, desain, dan bahan baku Rupiah. 

Kejahatan terhadap Mata Uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini 

semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama 

dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang 

dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Pemalsuan 

uang dewasa ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti 

terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (money laundring), pembalakan 

kayu secara liar (illegal logging), dan perdagangan orang (human trafficking), 

baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang 

dilakukan lintas negara. Bahkan, modus dan bentuk kejahatan terhadap Mata 

Uang semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana 



7 
 

pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana 

belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi 

yang diancamkan. Dengan mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut, 

perlu diatur macam dan harga Mata Uang, termasuk sanksi dalam suatu 

undang-undang karena hal itu merupakan suatu kebutuhan yang mendasar. 

Undang-Undang ini mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap 

transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban 

lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan 

lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah akan berdampak pada 

kepercayaan masyarakat internasional terhadap Rupiah dan perekonomian 

nasional pada umumnya sehingga Rupiah memiliki martabat, baik di dalam 

negeri maupun di luar negeri dan Rupiah terjaga kestabilannya. 

Undang-Undang ini menekankan pula pada Pengelolaan Rupiah yang 

terintegrasi, mulai dari perencanaan jumlah Rupiah yang akan dicetak, 

Pencetakan Rupiah, Pengeluaran Rupiah, Pengedaran Rupiah, serta Penarikan 

dan Pencabutan Rupiah sampai dengan Pemusnahan Rupiah dengan tingkat 

pengawasan yang komprehensif sehingga ada check and balances antarpihak 

yang terkait agar tercipta good governance. 

Penegakan hukum terkait kejahatan Mata Uang, terutama pemalsuan 

Rupiah, memerlukan pengaturan yang memberikan efek jera bagi pelaku 

karena efek kejahatan tersebut berdampak luar biasa terhadap perekonomian 

dan martabat bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap orang yang 
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melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi pidana yang 

sangat berat. 

Secara garis besar materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang 

ini meliputi (i) pengaturan mengenai Rupiah secara fisik, yakni mengenai 

macam dan harga, ciri, desain, serta bahan baku Rupiah; (ii) pengaturan 

mengenai Pengelolaan Rupiah sejak Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, 

Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Rupiah; (iii) 

pengaturan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah, penukaran Rupiah, 

larangan, dan pemberantasan Rupiah Palsu; serta (iv) pengaturan mengenai 

ketentuan pidana terkait masalah penggunaan, peniruan, perusakan, dan 

pemalsuan Rupiah 

Mata uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank 

Indonesia3 di atur dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata 

Uang (UndangUndang Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Mata 

Uang yang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik 

Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang 

ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga 

atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. 

Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) 

UndangUndang Mata Uang, dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai 

pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut. 

Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. 

                                                             
3 Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan 

bahwa BI merupakan satusatunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah 

kepada masyarakat.  
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Ciri khusus ini dipergunakan dalam rangka mengenali rupiah dari tindakan 

pemalsuan berupa peniruan terhadap mata uang.4 Pemalsuan mata uang 

diklasifikasikan sebagai kejahatan.5 

Modus dan bentuk kejahatan terhadap mata uang, terutama 

pengerusakan uang kertas rupiah, semakin berkembang. Sementara itu, 

ketentuan tindak pidana pengerusakan uang kertas rupiah yang diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap belum mengatur secara 

komprehensif jenis perbuatan dan sanksi yang diancamkan. Dengan dasar 

pemikiran tersebut, lahirnya peraturan hukum baru yang membahas mengenai 

rupiah sebagai mata uang Indonesia, berikut larangan dan sanksi dalam suatu 

undang-undang, diharapkan dapat menjadi suatu langkah baru dalam upaya 

pemberantasan tindak pidana pengerusakan uang kertas rupiah di Indonesia. 

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan 

hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Keberadaan hukum 

adalah penting guna memelihara ketertiban sekaligus sebagai bentuk 

perlindungan dari suatu tindak kejahatan. Kasus tindak pidana pengerusakan 

uang kertas rupiah juga demikian, perbuatan pengerusakan uang kertas rupiah 

adalah tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Peraturan 

hukum yang memadai adalah salah satu sarana yang dapat digunakan sebagai 

bentuk penanggulangan sekaligus pencegahan terjadinya tindak pidana serupa 

di masa yang akan datang. Keberadaan hukum akan membuat masyarakat 

tahu tentang boleh tidaknya suatu perbuatan dilakukan. Dengan adanya 

                                                             
4 Hassan Shadily, 2000, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia, Jakarta, hlm. 369. 
5 Mulyanto dalam Faisal Salam, 2004, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pustaka, 

Bandung, hlm. 84 
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hukum yang berlaku, maka pelaku kejahatan dapat diberi sanksi, dan dengan 

adanya pelaku yang dijatuhi sanksi karena melanggar hukum adalah sekaligus 

sebagai bentuk peringatan bagi masyarakat yang tidak atau belum melakukan 

kejahatan agar berpikir ulang sebelum melakukan perbuatan serupa. 

Prakteknya di masyarakat fenomena uang kertas yang dicoret-coret 

sudah sering ditemukan pada uang rupiah milik negara Indonesia. Biasanya 

yang paling banyak terkena aksi tangan-tangan jahil ini adalah uang dengan 

nominal kecil, antara Rp. 1.000 sampai Rp. 20.000,- Untuk uang dengan nilai 

lebih besar, coretan jarang ditemui. 

Pelaku yang mencoret-coret atau melakukan perusakan uang kertas 

rupiah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dengan jelas mengatur tentang 

larangan dan sangsi hukum tindakan perusakan uang sebagaimana diatur 

dalam Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan: setiap orang yang dengan sengaja 

merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan 

maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah). 

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka setiap orang yang sengaja 

merusak, memotong, menghancurkan, dan mengubah nilai rupiah dengan 

maksud merendahkan kehormatan rupiah termasuk tindakan pidana. 

Prakteknya belum pernah mendengar kabar bahwa pelaku/pencoret-coret 



11 
 

uang kertas seperti gambargambar di atas dijatuhi hukuman baik denda 

ataupun penjara yang sering di dengar hanyalah penangkapan bagi pemalsu 

uang.6 

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui dan membahas 

secara lebih jelas dalam mengungkapkan kejahatan pengerusakan uang kertas 

rupiah, maka dipilih denga judul PROSES PENYIDIKAN TINDAK 

PIDANA TENTANG MATA UANG BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011, PASAL 35 AYAT 1 DAN AYAT 2 

DI SAT RESKRIM POLRES CIREBON KOTA. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana tentang mata uang 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 35 Ayat 1 Dan 

Ayat 2 Di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota? 

2. Apakah hambatan proses penyidikan tindak pidana tentang mata uang 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 35 Ayat 1 Dan 

Ayat 2 Di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota ?  

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan proses penyidikan tindak 

pidana tentang mata uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2011, Pasal 35 Ayat 1 Dan Ayat 2 Di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota ?  

 

                                                             
6 Budi Purwanti, “Merusak Rupiah Bisa Dipenjara 5 Tahun dan Denda Rp. 1 miliar”, 

melalui https://m.tempo.co/read/news/, diakses pada tanggal 1 Oktober 2020, jam 15.02 WIB 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana 

tentang mata uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, 

Pasal 35 Ayat 1 Dan Ayat 2 Di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan proses penyidikan tindak 

pidana tentang mata uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2011, Pasal 35 Ayat 1 Dan Ayat 2 Di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi untuk mengatasi hambatan 

proses penyidikan tindak pidana tentang mata uang berdasarkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 35 Ayat 1 Dan Ayat 2 Di Sat 

Reskrim Polres Cirebon Kota. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat: 

(1) Secara teoritis  

Penelitian ini berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan 

dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan 

memperdalam tentang masalah proses penyidikan tindak pidana tentang 

mata uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 35 

Ayat 1 Dan Ayat 2 Di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota.  
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(2) Secara praktis  

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat 

khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai proses penyidikan 

tindak pidana tentang mata uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2011, Pasal 35 Ayat 1 Dan Ayat 2 Di Sat Reskrim Polres Cirebon 

Kota. 

 

E. Kerangka Konseptual 

1. Proses  

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama 

mengubah masukan menjadi keluaran.7 

2. Penyidikan 

Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan 

suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan 

diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidanan.8 

3. Tindak Pidana 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana istilah tindak pidana 

menggunakan perkataan stafbaar feit tanpa memberikan sesuatu 

penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan strafbaar feit tersebut. 

Perkataan feit sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dan 

kenyataan” atau een gedeelte van de werkelijkheid, sedang strafbaar 

berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan strafbaar feit 

                                                             
7 https://id.wikipedia.org/wiki/Proses, diakses tanggal 1 Oktober 2020, jam 16.58 WIB 
8 Mukhils R.2010, Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan 

Pekembangan Delik-Delik Diluar KUHP.Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum.Vol.III No.1. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kejadian
https://id.wikipedia.org/wiki/Proses
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itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang 

dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, karena yang dapat 

dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan 

kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.9 

4. Mata Uang 

Alat pembayaran transaksi ekonomi yang digunakan di suatu negara. 

5. Uang Kertas 

Alat bayar yang sah untuk jumlah yang besar. Kebanyakan negara 

sekarang ini menganut sistem standar kertas, termasuk Indonesia.10 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Penegakan Hukum 

Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak 

pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan 

didalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak 

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, 

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.11 

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan 

atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau 

sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada 

                                                             
9 P.A.F Lamintang. 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya 

Bakti,.Bandung, hlm. 46 
10 Wikipedia, “Uang”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/uang, diakses 1 Oktober 2020 

Pukul 17.07 wib 
11 Soejono soekanto, 1993, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13. 
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penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada 

hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat 

keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi 

mempunyai unsur penilaian pribadi. 

Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa 

gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada 

ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut 

terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang 

berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang 

siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian 

peraulan hidup Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas 

dapatlah ditarik suatau kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok 

daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang 

mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang 

netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-

faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:12 

a. Faktor hukum  

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan 

kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan 

patokan berinteraksi dengan tercitanya ketertiban dan ketentraman di 

dalam ini di batasi pada undang-undang saja yang di dalam arti 

material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat 

                                                             
12 Ibid, hlm.4-5. 
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oleh pengusaha maupun daerah yang satu. Dengan demikian maka 

undang-undang dalam arti material mencakup :  

a) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau 

semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum 

disebagaian wilayah negara.  

b) Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu 

tempat atau daerah tertentu saja.  

Di dalam proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa 

kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat 

pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan proses 

penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab kadangkala terdapat 

rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang 

penafsiran yang beragam, atas dasar kaidah hukum yang satu dengan 

yang lain, mengenai hal yang sama yang bertentangan. Sikap hukum 

yang demikian sering menimbulkan keragu-raguan terhadap para 

subyek hukum. 

Apabila tidak ada masalah dengan faktor hukum tadi, maka 

hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi hukum itu 

sendiri dalam wujudnya peraturan tidak jelas dapat melakukan 

sendiri. Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang 

tidak lain adalah manusia. 
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b. Faktor penegak hukum  

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut 

mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan 

posisi tertentu didalam struktur kemayarakatan yang mugkin tinggi, 

sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan 

suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak 

dan kewajiban merupakan peranan.  

c. Faktor sarana atau fasilitas  

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 

penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau 

fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak 

lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan 

mengkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharuusnya 

dengan peranan yang aktual. 

d. Faktor masyarakat  

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 

untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu 

maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. 

Penegakan hukum bukanlah meruakan suatu kegiatan yang berdiri 

sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbala balik yang erat 

dengan masyarakatnya. Dan diketahai pula untuk mencapai 
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kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan keatuhan 

tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran 

hukum merupakan nilainilai yang terdapat didalam diri manusia 

tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan 

ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran 

hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya 

masyarakat.  

Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, 

oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga 

merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian 

pertanggung jawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada 

dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. 

Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, 

tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut 

memiliki kesalahan.13 Dengan Demikian, membicarakan 

Pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang 

perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai 

pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan 

perbuatan pidana. Dirasa tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus 

                                                             
13 Moejatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 165 
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bertanggungjawab atas suatu tindakan sedangkan ia sendiri tidak 

melakukan tindakan tersebut.14 

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan 

konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin 

ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea 

dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang 

bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris 

doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person 

guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasar asas tersebut ada 

dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu 

ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus), dan 

ada sikap batin jahat/tersela (mens rea).15 

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan 

yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang 

ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. 

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar 

dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa 

pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai 

kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang 

                                                             
14 Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua 

Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, hlm.20-23 
15 Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, Jurnal Hukum, Vol.6 No. 11 

Tahun 1999,hlm.27 
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dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggung 

jawaban pidana.16 

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggung 

jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, 

yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang 

dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada 

tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban 

pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh 

hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan 

menolak” suatu perbuatan tertentu.17 

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup 

apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut 

memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, 

namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk 

pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu 

orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. 

Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika 

dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat 

dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.18 

                                                             
16 Roeslan Saleh, op.cit, hlm.75 
17 Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kecana, Jakarta ,hlm.68 
18  Sudarto, 1988, hukum pidana I, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH 

UNDIP,semarang. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan 

merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. 

Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya 

tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa 

kesalahan”. Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam 

hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut,sehingga meresap 

dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana. 

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana menurut Kajian Islam 

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam (syari’at) adalah 

pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya 

perbuatan yang dikerjakannya (Unsur Obyektif) dengan kemauan sendiri, 

dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya 

(Unsur Subyektif).19 Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang 

dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan 

dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar’i, baik 

dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga 

dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan 

kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan 

oleh orang lain secara paksa (dipaksakan). 

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam syari’at (hukum) Islam 

pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal :  

  

                                                             
19 Ahmad Hanafi, 1967, Azas-azas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, hlm,154 
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a. Adanya perbuatan yang dilarang  

b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri  

c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu. 

Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka 

pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan 

pidana (kejahatan), jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak dapat dimintakan 

pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum 

mencapai umur balig atau orang yang dipaksakan untuk melakukan 

perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya. 

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya 

membebankan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf,20 

hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang 

semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah balig. Hal 

ini didasarkan pada dalil al-Qur‘an surat anNur, ayat 59 yang berbunyi : 

“Dihapuskan ketentuan dari tiga hal; dari orang tidur sampai ia bangun, 

dari orang yang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia 

dewasa” 

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam adalah segala 

sesuatu yang tidak diharamkan berarti dibolehkan, akan tetapi jika suatu 

perbuatan diharamkan, hukumannya dijatuhi sejak pengharamannya 

                                                             
20 Mukallaf adalah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan 

agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Seseorang berstatus mukallaf bila ia 

telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun aka 
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diketahui. Adapun perbuatan yang terjadi sebelum pengharaman maka ia 

termasuk dalam kategori pemaafan. 

Hukum Islam memberikan alternatif bagi seorang mukallaf dalam 

melaksanakan hukuman, berbeda dengan hukum positif terutama di 

masa-masa sebelum revolusi Perancis, karena pertanggungjawaban 

pidana mempunyai pengertian tersendiri. Setiap orang bagaimanapun 

keadaannya bisa dibebani pertanggungjawaban pidana, apakah orang itu 

mempunyai kemauan sendiri atau tidak, dewasa atau belum dewasa 

bahkan hewan ataupun benda yang bisa menimbulkan kerugian kepada 

pihak lain dapat dibebani pertanggungjawaban. 

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan manakala perbuatan 

yang dilakukan adalah perbuatan terlarang (criminal conduct) yang 

mencakup unsur-unsur secara fisik dari kejahatan tersebut. Tanpa unsur 

tersebut pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan karena 

pertanggungjawaban mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang 

dilarang Undang-undang. Perbuatan tersebut bisa dihasilkan dari 

perbuatan aktif (delik komisi) maupun perbuatan pasif (delik omisi). 

Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki 

pengetahuan dan pilihan, karenanya sangat alamiah manakala seseorang 

memang menjadi objek dari pertanggungjawaban pidana, karena pada 

seseorang memiliki kedua hal tersebut. Ini adalah salah satu prinsip dasar 

dalam hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat 

personal artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa 
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yang dilakukannya. Oleh karenanya ada suatu faktor yang semestinya 

menjadi alasan untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana. 

Faktor atau sebab, merupakan sesuatu yang dijadikan oleh syara’ sebagai 

tanda atas musabab (hasil/efek) dimana keberadaan musabab 

dipertautkan dengan adanya sebab. 

Adapun unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban 

pidana antara lain;  

1) Adanya unsur melawan hukum  

Asas pertanggungjawaban hukum adalah adanya perbuatan 

melawan hukum atau perbuatan maksiat yaitu melakukan hal-hal 

yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh 

hukum Islam. Pertanggungjawaban tindak pidana itu berbeda-beda 

sesuai dengan tingkat pelanggaran atau perbuatan maksiatnya. 

Pelaku yang memang mempunyai niat bermaksud untuk melawan 

hukum maka sanksinya (hukumannya) diperberat. Namun jika 

sebaliknya maka hukumannya diperingan, dalam hal ini faktor 

yang utama disini adalah melawan hukum. 

Dimaksudkan melawan hukum adalah melakukan perbuatan 

yang dilarang oleh syara’ setelah diketahui bahwa syar’i melarang 

atau mewajibkan perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum 

merupakan unsur pokok yang harus terdapat pada setiap tindak 

pidana artinya bahwa perbuatan maksiat atau perbuatan melawan 

hukum merupakan faktor yang harus ada salam 
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pertanggungjawaban pidana, Karena sebab (faktor) dijadikan 

sebagai pertanda menentukan atau menghasilkan musabab. 

Ketiadaan sebab tidak mengharuskan adanya musabab. 

Dengan demikian keberadaan perbuatan maksiat atau perbuatan 

melawan hukum dalam syar’i mengharuskan adanya 

pertanggungjawaban. Keberadaan melakukan maksiat/ melawan 

hukum adalah meninggalkan perintah agama atau mengerjakan 

sesuatu yang menjadi larangan dalam agama. Perbuatan yang 

dilarang mencakup semua unsur-unsur fisik dari kejahatan, tanpa 

unsur- unsur ini tidak terjadi kejahatan dan pertanggungjawaban 

pidana tidak ada karena pertanggungjawaban pidana mensyaratkan 

dilakukannya suatu perbuatan yang terlarang secara Undang-

undang.21 

Dalam kaitan pertanggungjawaban karena melawan hukum 

dapat dibedakan dalam memahaminya antara melawan hukum dan 

maksud melawan hukum. Melawan hukum berarti melakukan 

perbuatan yang dilarang atau meninggalkan kewajiban tanpa ada 

maksud dari si pelaku itu sendiri namun menimbulkan kerugian 

terhadap orang lain. Adapun maksud melawan hukum adalah 

kecenderungan niat si pelaku untuk melakukan atau meninggalkan 

                                                             
21 Topo Santoso, 2003, Menggagas Hukum Pidana Islam, Cet Ke2, Assyamil Press& 

Grafika, hlm. 166 
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suatu perbuatan yang diketahui bahwa hal itu dilarang atau 

memperbuat kemaksiatan dengan maksud melawan hukum.22 

2) Adanya kesalahan  

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban 

pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan 

yang dilarang oleh syara’. Dimaksudkan di sini adalah kesalahan 

seseorang terhadap perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh 

dilakukan. Hal ini menyangkut seseorang itu telah meninggalkan 

kewajiban atau perintah, sehingga kepadanya dapat dimintakan 

pertanggungjawaban.  

Ada suatu perbedaan dalam memahami kesalahan sebagai 

faktor pertanggungjawaban. Perbedaan ini berkaitan dengan 

pengertian antara tindak pidana dengan kesalahan itu sendiri, 

dimana menurut beberapa ahli hukum bahwa pengertian tindak 

pidana tidak ditemukan dalam Undang-Undang hanya saja tindak 

pidana merupakan kreasi teoritis yang dikemukakan oleh para ahli 

hukum. Hal ini akan membawa beberapa konsekwensi dalam 

memahami tindak pidana. Karena menurut para ahli hukum 

kesalahan harus dipisahkan dari pengertian tindak pidana dan 

kesalahan itu sendiri adalah faktor penentu dari 

pertanggungjawaban. Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang 

karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

                                                             
22 Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, 2003, Ensiklopedi Hukum 

Pidana Islam, Edisi Indonesia, hlm. 81 
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hukuman. Pemahaman ini penting bukan saja secara akademis 

tetapi juga sebagai suatu kesadaran dalam membangun masyarakat 

yang sadar akan hukum. 

Sebagaimana disebutkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan 

artinya bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara 

pidana jika kesalahan yang melekat pada subyek pelaku belum 

terbukti, kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan yang 

objektif artinya dapat dicela kepada pelakunya. Jonkers 

memberikan pengertian tentang kesalahan dalam keterangannya 

tentang schuldbegrip yang membagikan kepada tiga bagian yaitu: 

1) Kesalahan selain kesengajaan atau kealpaan (opzeto of schuld)  

2) Kesalahan meliputi juga sifat melawan hukum (de 

wederrechtelijk heid)  

3) Kesalahan dengan kemampuan bertanggungjawab (de 

toerekenbaaheid).23 

Dasar penghapusnya pidana atau yang disebut dengan alasan-

alasan menghilangkan sifat tindak pidana termuat dalam buku I 

KUHP, di samping itu ada juga alasan penghapus tindak pidana di 

luar KUHP atau yang ada dalam masyarakat, misalnya suatu 

perbuatan oleh suatu masyarakat tidak dianggap tindak pidana 

karena mempunyai alasan-alasan tersendiri yang secara hukum 

materiil juga tidak dianggap terlarang. Juga karena alasan 

                                                             
23 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana, Cet ke I, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 56 
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pendidikan seorang orang tua menuntun anaknya untuk 

mengajarkan suatu kebaikan, bisa saja orang tua tidak punyai 

kesalahan sama sekali karena keliru dalam fakta. 

Dalam keadaan tertentu terkadang suatu perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang dapat berujung pada terjadinya tindak 

pidana, walaupun orang tersebut tidak menghendaki terjadinya 

tindak pidana. Dengan kata lain tindak pidana dapat saja terjadi 

adakalanya seseorang tidak dapat menghindari karena sesuatu yang 

berasal dari luar dirinya. Faktor luar tersebut membuat seseorang 

itu tidak dapat berbuat lain sehingga mengakibatkan kesalahannya 

itu terhapus, artinya pada diri si pelaku terdapat alasan penghapus 

kesalahan. Sekalipun kepada pelaku dapat dicela tapi dalam hal-hal 

tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau tidak dapat 

diteruskan.24 

Berbeda halnya apabila kesalahan dipahami dalam pengertian 

psikologi si pelaku, sekalipun terdapat faktor eksternal yang 

dipandang telah menghilangkan kesalahan tetapi mengingat 

kesalahan selalu dipandang sebagai kondisi psikologis si pelaku 

ketika melakukan tindak pidana maka alasan penghapusan 

kesalahan merupakan alasan yang menghilangkan kesengajaan atau 

kealpaan. 

                                                             
24 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana, hlm. 119 
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Dalam masalah penghapus pidana terdapat dua alasan/dasar 

penghapusan pidana yaitu dasar pembenar (permissibility) dan 

dasar pemaaf (legal excuse). Suatu perbuatan pidana di dalamnya 

terdapat alasan pembenar sebagai penghapus pidana maka suatu 

perbuatan tersebut menjadi kehilangan sifat melawan hukum 

sehingga menjadi legal atau secara agama terdapat kebolehan 

melakukannya sehingga pelaku tidak dikenai hukuman. Adanya 

alasan pembenar berujung pada “pembenaran” atas tindakan yang 

sepintas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf 

berdampak pada “pemaafan” pembuatnya sekalipun telah 

melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Yang termasuk 

dalam alasan pembenar diantaranya bela paksa, keadaan darurat, 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan perintah jabatan. 

Seseorang yang karena membela badan/jiwa, kesusilaan atau 

membela harta miliknya dari sifat melawan hukum orang lain maka 

kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban jika 

perbuatan melawan hukum terjadi padanya. 

Pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan hapus karena 

ada kaitannya dengan perbuatan yang terjadi atau kaitannya dengan 

hal-hal yang terjadi menurut keadaan bagi si pelaku. Dalam 

keadaan yang pertama ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut 

merupakan perbuatan mubah (dalam agama tidak ada pelarangan 

karena hukum asal), sedangkan keadaan yang kedua adalah 
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perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang terlarang 

namun si pelaku tidak dapat diberi hukuman karena ada suatu 

keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar dari hukuman. Kedua 

keadaan ini (perbuatan dan pelaku) dalam kaidah agama disebut 

asbab al-ibahah dan asbab raf’i al-uqubah. Asbab al-ibahah atau 

sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya 

berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.25 

Pertama, disebabkan perbuatan mubah (asbab al-ibahah). 

Pada dasarnya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum 

Islam itu merupakan pelarangan secara umum bagi semua orang. 

Meski demikian hukum Islam melihat adanya pengecualian atas 

dasar pembolehan bagi sebagian orang yang memiliki karakter-

karakter khusus disebabkan oleh keadaan dan tuntutan dari 

masyarakat tertentu. Contohnya adalah pembunuhan. Perbuatan ini 

diharamkan dalam Islam bagi setiap orang. Hukuman bagi 

pembunuh adalah qisas yaitu berupa hukuman mati dan Islam 

memberikan hak bagi si wali korban. Jika suatu perbuatan yang 

dilarang namun dibolehkan secara logika hanya untuk mewujudkan 

suatu kemaslahatan tertentu, akan tetapi suatu perbuatan yang 

dilarang namun dikerjakan di luar maksud dari kemaslahatan itu 

maka tetap dianggap suatu tindak pidana. Melaksanakan kewajiban 

mempunyai sifat yang mutlak harus dilakukan akan tetapi 

                                                             
25 Ahmad Wardi Muslich, 2004, Pengantar dan Asas Hukum, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 

hlm :85 
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melaksanakan hak tidak secara mutlak harus dilakukan. Antara 

kewajiban dan hak mempunyai perbedaan tabiat satu sama lain 

mempunyai hal penting. Tidak melaksanakan/menggunakan hak 

tidak berdosa dan tidak di hukum sedangkan orang yang dibebani 

kewajiban akan berdosa dan dapat di hukum ketika tidak 

melaksanakannya, hal ini disepakati oleh para fuqaha. Hak 

mempunyai keterikatan dengan syarat keselamatan, artinya orang 

yang menggunakan haknya senantiasa mempunyai tanggungjawab 

terhadap keselamatan objek dari hak tersebut karena yang 

menggunakan hak tersebut mempunyai pilihan antara mengerjakan 

dan tidak mengerjakan. sedangkan kewajiban tidak terikat dengan 

keselamatan karena orang yang melaksanakan kewajiban tidak 

mempunyai tanggungjawab terhadap objek dari sebuah kewajiban 

itu. 

Kedua, disebabkan hapusnya hukuman (asbab raf’i al-

uqubah). Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan 

yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu 

dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan si pelaku tidak mungkin 

dilaksanakannya hukuman maka ia dibebaskan dari hukuman. Di 

dalam hukum Islam ada 4 macam sebab yang dapat menghapuskan 

hukuman: pertama, karena paksaan. Paksaan dalam istilah hukum 

pidana disebut dengan Overmacht yang selama berabad-abad telah 

menarik perhatian para yuris maupun filosuf. Salah seorang filosuf 
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Jerman, Imanuel Kant, menyatakan bahwa ada alasan seseorang 

tidak dapat dipidana karena mempunyai daya paksa terhadap 

perbuatan yang terjadi, dia menekannya bahwa tiadanya efek 

pidana sebagai dasar peniadaan pidana. Dalam pandangan hukum 

alam perbuatan yang dilakukan dalam keadaan overmacht dianggap 

keadaan darurat tidak mengenal larangan (Necessitas non habet 

legem), dikatakan Fichte bahwa perbuatan overmacht dikecualikan 

dari tertib hukum. Paksaan merupakan sebuah perbuatan yang 

diperbuat karena pengaruh orang lain untuk melakukannya suatu 

perbuatan karena hilangnya kerelaan dan merusak pilihannya. Para 

fuqaha berpendapat bahwa dalam paksaan harus ada perbuatan 

material yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa yang 

membuatnya melakukan perbuatan yang dipaksa kepadanya. 

Karenanya paksaan itu harus bersifat material dan didahului oleh 

perbuatan penyiksaan yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa. 

Kedua, mabuk. Mabuk dalam Islam sangat dilarang baik mabuk 

karena minuman atau karena makanan yang sifat pekerjaannya di 

sengaja. Mabuk termasuk dalam salah satu kelompok jarimah, yaitu 

meminum minuman keras. Secara umum yang dimaksudkan 

dengan mabuk adalah hilangnya akal sehat sebagai akibat minum 

minuman keras, khamar atau yang sejenis dengan itu. Semua para 

fuqaha sependapat bahwa mabuk bisa menghilangkan akal 

sehatnya dan akan selalu mengigau dalam setiap pembicaraannya. 
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Ketiga, gila. Pertanggungjawaban pidana dibebankan pada 

seseorang yang mukallaf, yaitu yang memiliki kemampuan berpikir 

dan pilihan dalam berbuat. Jika kedua faktor tersebut tidak dimiliki 

oleh seseorang maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. 

Kemampuan berpikir seseorang itu bisa atau dapat hilang karena 

suatu bawaan sejak lahir atau karena suatu sebab adanya gangguan 

dari luar. Manusia ketika mencapai kedewasaan sudah dapat 

dengan matang menggunakan kekuatan berpikirnya, akan tetapi 

karena adanya suatu gangguan atau karena serangan penyakit baik 

itu sebagian atau seluruh alam berpikirnya hilang bisa kapan dan 

dimana saja tanpa ada waktu tertentu. Hilangnya kemampuan 

berpikir (akal sehat) dalam kehidupan sehari-hari dapat dinamakan 

dengan gila. Abdul Qadir ‘Audah memberikan suatu definisi gila, 

sebagai berikut: ‘Gila adalah hilangnya akal, rusak atau lemah’ 

 
G. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode yang bersifat yuridis sosiologis (Sociological Research) yang 

menekankan pada praktik di lapangan yang berkaitan dengan aspek 

hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek 

penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku 

kemudian dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang terdapat 

dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hum beroperasi 
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dalam masyarakat.26 Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain 

mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan 

penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan Proses Penyidikan Tindak Pidana Tentang Mata 

Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 35 Ayat 

1 Dan Ayat 2 Di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu 

penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaaan, dan 

gejala kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala 

sosial dalam masyarakat. 

3. Jenis dan Sumber Data 

1) Data Primer 

Data primer yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari 

narasumber pertama atau dari lapangan yang berhubungan dengan 

masalah yang penulis bahas. Data primer didapat dengan 

melakukkan wawancara dengan penyidik di Sat Reskrim Polres 

Cirebon Kota.  

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan 

sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan 

                                                             
26 Amuruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm 21 
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adalah buku-buku karya ilmiah, laporan yang berkaitan dengan 

hukum dan putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:  

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri 

dari:  

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945  

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa rancangan 

undang-undang, hasil-asil penelitian, hasil karya dari kalangan 

hukum, dan seterusnya. 

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder.  

a. Data primer diperoleh melalui: 

1) Wawancara  

Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data 

dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, 

yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut. 
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Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur yakni disamping 

menyusun pertanyaan juga akan mengembangkan pertanyaan 

lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang 

dilakukan. Adapun pihak yang diwawancarai yaitu Aiptu Gondo 

Sumardoko sebagai Penyidik dan Brigadir Fheronika, SH 

sebagai Penyidik Pembantu di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota 

2) Observasi  

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek 

kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan 

dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang 

diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban 

responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan 

langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.27 

b. Data sekunder diperoleh melalui: 

1) Studi Kepustakaan 

Menurut Soerjono Soekanto “studi dokumen merupakan 

suatu alat pengumpuldata yang dilakukan melalui data tertulis 

dengan mempergunakan content analysis.” Content analysis28 

yaitu mengkaji literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana, 

rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, 

catatan-catatan ilmiah, jurnal hukum, ensiklopedia dan melalui 

                                                             
27 Burhan Bungin. 2008. Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, 

Dan Ilmu Sosial Lainnya), edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. 
28 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm.66 
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penelitian untuk mendapatkan data lapangan guna mendukung 

data sekunder.  

5. Analisis Data 

Analisis data sebagai tindak lanjut dari pengolahan data untuk 

dapat memecahkan dan menuraikan masalah yang akan diteliti 

berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya 

teknik analisis bahan hukum. Setelah didapatkan data-data yang 

diperlukan maka penulis meakukan analisis secara kualitatif yakni 

melakukan penelitian terhadap data-data yang penuli dapatkan dengan 

bantuan literaturliteratur seperti buku, undang-undang atau bahan-bahan 

yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang akan 

dijabarkan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara 

sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan.29 

 
H. Sistematika Penelitian 

Adapun penelit ian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitan, Manfaat  Penelitian, Kerangka 

Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan  

Sistematika  Penulisan . 

                                                             
29 Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 

73 
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BAB II      TINJAUAN PUSTAKA 

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang 

Penyidikan, Tindak Pidana, Uang Kertas, dan Uang Kertas 

menurut Perspektif Islam  

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu 

tentang proses penyidikan tindak pidana tentang mata uang 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 35 

Ayat 1 Dan Ayat 2 Di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota, 

hambatan proses penyidikan tindak pidana tentang mata uang 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 35 

Ayat 1 Dan Ayat 2 Di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota, dan 

solusi untuk mengatasi hambatan proses penyidikan tindak 

pidana tentang mata uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2011, Pasal 35 Ayat 1 Dan Ayat 2 Di Sat Reskrim 

Polres Cirebon Kota. 

BAB IV    PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap 

permasalahan yang diangkat oleh penulis 
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